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Latar Belakang 


KORUPSI? 


Korupsi adalah wabah berbahaya yang 
memiliki berbagai macam efek korosif 
di masyarakat. 


US 


US 


Instrumen Internasional 


S 
UNCAC OECD II FAIF 
United Nations Organization for Transparency Financial Action Task 
Convention Against Economic Cooperation International Force 


Corruption and Development 


Sejarah Singkat UNCAC 


PBB menyadari 
dampak kerugian 
korupsi, dan 
berinisiatif 
membentuk instrumen 
hukum internasional 
terkait 
pemberantasan 
antikorupsi secara 
global. 


Menggelar Konvensi PBB 
untuk menentang 
korupsi pada 31 Oktober 
2003, melalui Resolusi 
58/4" 


“menetapkan 9 Desember sebagai 
Hari Antikorupsi Internasional untuk 
meningkatkan kesadaran masyarakat 

akan bahaya yang ditimbulkan korupsi. 
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Pada Desember 2003, 
PBB menginisiasi 
pembentukan suatu 
perjanjian internasional, 
yaitu United Nations 
Convention Against 
Corruption (UNCAC)“ 


“sebagai upaya masyarakat 


internasional untuk bekerjasama 
memerangi dan memberantas korupsi. 


VISI UNGAC 


Untuk mendukung dan memperkuat 

| langkah-langkah pencegahan dan 
pemberantasan korupsi secara lebih 
efisien dan efektif 


Untuk mendukung, memfasilitasi dan 

yi mendukung kerjasama internasional dan 
bantuan teknis dalam pencegahan dan 
pemberantasan korupsi, termasuk dalam 
pemulihan aset 


2 Untuk mendukung integritas, akuntabilitas 
dan manajemen yang tepat dalam pelayanan 
publik dan masyarakat. 


Peran UNCAC dalam 
Kasus Korupsi Internasional 


Dalam kasus Muhammad Nazarudin, 
UNCAC dapat digunakan sebagai acuan 
untuk memfasilitasi ekstradisi pelaku 
yang melarikan diri ke luar negeri dan 
memperkuat sistem peradilan dalam 
menangani kasus korupsi. 


Nazaruddin dikawal dua orang petugas dari 
BIJIN (Bareskrim Kepolisian Kolombia) Rabu 
(10/08/2011) 


US 


PASAL UNCAC 


e Negara-negara harus saling bekerja sama untuk mencegah dan melawan korupsi, 
termasuk memberikan bantuan hukum, informasi, dan pendanaan. 


e Negara-negara harus bekerja sama dalam penyelidikan dan penuntutan tindak pidana 
korupsi, termasuk memperhatikan prosedur hukum yang adil dan pengakuan hak 
asasi manusia. 


e Negara-negara harus mempertimbangkan ekstradisi atau tindakan hukum lainnya 
terhadap pelaku tindak pidana korupsi. 


e Negara-negara harus mengadopsi tindakan hukum yang diperlukan untuk 
memfasilitasi kerja sama internasional, seperti penyitaan, penggeledahan, dan 
perintah pengadilan. 


e Negara-negara harus mempromosikan kerja sama internasional dalam pencegahan 


korupsi, termasuk melalui pertukaran informasi, pendidikan, dan pelatihan. 


PASAL UNCGAC 


e Mengatur mengenai pengembangan sistem hukum dan administrasi yang efektif 
dalam pemberantasan korupsi, termasuk pemilihan, pelatihan, dan pendidikan 
hakim, jaksa penuntut, dan petugas penegak hukum lainnya 


» Berbicara tentang langkah-langkah yang harus dilakukan negara dalam hal 
pengadilan dan peradilan atas tindak pidana korupsi, seperti menjamin hak-hak 


terdakwa, menetapkan sanksi yang memadai, dan memperhatikan kepentingan 
korban dalam proses peradilan 


e Mengatur mengenai kerjasama internasional dalam penuntutan tindak pidana 
korupsi, termasuk ekstradisi dan kerjasama hukum antarnegara, serta melindungi 
hak-hak orang yang dituduh melakukan korupsi 
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Perbandingan Sistem Pengawasan Dari Beberapa Negara 


Negara 
ki 


Indonesia 


Myanmar 
Malaysia 
Singapura 
Hong Kong 


Sistem Pengawasan Dukungan Political Will 
Publik, DPR, Presiden dan Dewan Pengawas Relatif rendah 
Presiden dan Parlemen Rendah 
SCC dan CC Cukup baik 
Perdana Menteri, internal audit Tinggi 
Chief Executive, Direktur Audit Tinggi 


Berdasarkan perbandingan tersebut, maka dapat dilihat tiga kecenderungan sistem 
pengawasan lembaga anti-korupsi di Asia-Pasifik. Sistem pengawasan rendah (sarat 
intervensi) dengan political will rendah seperti Myanmar pengawasan yang proporsional 
namun political will relatif rendah - baik seperti Indonesia, dan Malaysia, dan sistem 
pengawasan klasik (oleh eksekutif, legislati dan internal) namun political will tinggi seperti 
Hong Kong dan Singapura. 


Dalam hal ini, Indonesia dengan political will yang relatif lebih rendah, tidak mengambil 
Sistem pengawasan klasik seperti menempatkan KPK di bawah rumpun eksekutif dan 
melibatkan eksekutif dalam pengawasan terlalu tinggi. Hal ini dikhawatirkan akan 


mencontoh Myanmar dimana intervensi parlemen dan eksekutif tinggi, sehingga 
pemberantasan korupsi menjadi tidak maksimal. Jika akan mengadopsi Dewan Pengawas 
sebaiknya menyontoh SCC dan CC Malaysia yang tidak mencampuri proses investigasi 
korupsi. 
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Kesimpulan & Saran 


Indonesia dengan instrumen dalam 
negerinya yang dimiliki seperti, KPK, PPATK, 
Intelejen, dan lainnya melakukan analisa 
terkait peredaran uang dan melakukan 
perhitungan matang potensi kerugian Negara 
ata tindakan kecurangan ini, dan melakukan 
approach lebih lagi pada dunia Internasional 
seperti UN maupun  anti-corruption 
Instrument lainnya untuk memiliki kebijkan 
dan praktik anti korupsi lebih lagi pada skala 
Internasional. 
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THANK 
YOU 


“Berani melakukan perubahan dan 
melawan korupsi adalah sesuatu yang 
membuat kita lebih dihargai.” (Sri Mulyani) 


OO0OO 


